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Kesimpulan Umum
Memjuk pada hasil analisis terkait upaya Dinas Sosial Daerah Istimewa

Yomyakarta (DIY) dalam merehabilitasi penyandang disabilitas di BRTPD
Pundong, kesimpulan penelitian ini ditarik berdasprkan indikator keberhasilan
kebijpkan menurut George C. Edﬂﬁk 1L Hal terschut mencakup aspek
komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana (disposisi). serta tata
kelola birokesiiietai bediair -
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Aspek komunikasi dan proses komunikasi dalam mmjihmkan program
rehabilitasi sosial di HHTPEII Pundong secara myahmdl telah terlaksana

‘dengan efektif. Alur penyampaian kebijakan dari Dinas Sosial DIY ke unit

pelaksana teknis sudah tertuta melalui pedoman pelaksmuﬁ,m;n&y
yang jelas, serta agends koordinasi yang rutin dilakukan. Kejelasan mformasi
mengenai tujuan program. kriteria sssaran, dan jenis lavanan yang tersedia

snngpt mmﬁntu tim di lopangan dalam memahami arah kebijakan secara

konkret. Meskipun demikian, dalam pelaksanasnnys masih diperiukan
penguatan komunikasi antar-sektor dan a.ntarpmhﬂnl ini penting untuk

menjaga kesinambungan layanan serta menysmakun persepsi mengenai

kebutuhan spesifik tiap individu pen}rnndung-mg yang sering lali
Aspek sumber daya. ditkungan sumber dayn manusia, sarana prasarana, serta
anggaran telah menjadi penyokong utnma [m:m rehabilitasi di BRTPD
Pt il penmiantanya DerT et Wk snsksbnal, Peran pelossii
sosial, tenaga pendamping. dan instruktur keterampilan menjadi elemen krusial
dalam memastikan program berjalan secara mtensif di lapangan. Selain it
ketersediaan fasilitas pokok seperti sandang. pangan, don papan telah menjadi
fondasi kuat bagi pelaksansan rehabilitasi berbasis inshitusi ini. Mamun,
tantangan nyata masith muncul dan terbatasnya jumlah personel seria variasi
kompetensi yang ada. Hal ini menjadi hambatan serius mengingat tingginya
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kompleksitas kebutuhan para penerima manfaat, sehingga pencapaian hasil

rehabilitasi yang optimal dan berkelanjutan masih memerlukan upaya

penguatan lebih lanjut.

. Aspek disposisiterkait aspek disposisi, para pelaksana kebijakan baik di tingkat
instansi maupun di lingkup BRTPD Pundong secara umum telah menunjukkan
pemihaman yang mendalam serta kesiapan penuh dalam menjalankan program.
Komitmen ini selaras dengan misi utama rehabilitasi sosial, yaitu memulihkan
keberfungsian sesial dan meuﬂﬂlgﬂnknmﬂmqmm penyandang disabilitas,
Sikap wdﬂn Mm w F““F"ﬂ‘ lapangan menjads
fakior pﬂnklmg'ﬁlh terutama dalam proses pendompingan psikososial dan
pembinaan mﬂl’lﬂ. Hﬂlﬁﬂh dalam dma.mlkar,g‘l. ‘kﬂmﬂuﬂu serta motivasi
kerja porn pelaksana mvasih sangat bergantung pﬁh kondisi beban kerja.

ketersedioan sumber daya yang ada, serta dukungan kelembagaan yang bersifat
jangka panjang.

: Aquk ﬂ:uklm’ birokrasy. tatn kelols birokrasi dalam program mhﬂlithul
BRTPD Pundong telah terorganisasi dengan baik dan cukup suportif terhadap
pelaksanaan kebijakan. Pembagian wewenang antara Dinas Sosial Ijl‘!l!’..-s'e-hngn:i
Tequlgtor din BRTPD Pundong sehagai unit pelok st $ebiilesudaly terdefinisi

“secary jelas melalui struktur organisasi dan Etnndm'ﬂpﬂm P!uin!ur{El‘JP'ln
yang ada. Keberadsan SOP ini-menjadi instrumen pwﬁng yang memberikan
panduan teknis bagi petugas di lapangan Kendati demikian, kerumitan
birokrasi dan prosedur sdministmsi vang bersifat formal terkadang masih
menghammbat fleksibilitas layanan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri ketika
tim harus menyesuaikan jenis intervensi dengan kebutuhan unik dan personal
dar setiap pm}randﬂné disabilitas. =5

. Kesimpulan menyeluruh secara garis besar, pelaksanzan program rehabilitas:

sosial di BRTPD Pundong telah berjalan sefaras dengan kerangka teori George

C. Edwards 11, walsupun hasilnya belum mencapai titik optimal. Keberhasilan

program ini sangat berpuntumg pada keterkaitan empatl indikator utama:

komunikasi yvang transparan, dukungan sumber doya, komitmen (disposisi)
pelaksann, serta struktur birokrasi yang terlata. Meski program ini terbukii
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memberikan dampak positif bagi peningkatan keberfungsian sesial para
penyandang disabilitas, masih diperiukan langkah penguatan pads aspek
ketersediaan sumber daya, sinkronisasi koordinasi, serta fleksibilitas birokrasi.
Langkah perbaikan tersebut krusial apar target rehahbilitasi sosial dapat terwuud
secara lebih efektif, inklusif. dan berkelanjutan di masa depan.
51 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang' felah didapatkan, para peneliti telah

mengembangkan beberapa mlaﬁjmgw'ﬂmt bermanfoat bagi banyak
pihak terkait, baik secara praktis maupun akademis.
521 Saran Praktis bagl Dinas Sestal DIY
l'iudasmknn femuan di- ofas. peneliti memmuskan sejumlah  strateg
strafegis yang diharapkan mampu memberikan. w ttjlﬁ, baik dari sisi
prakis maupun akademis. Bagi Dinas Sosial Duerah m‘ﬁmﬂmm s.amgat
d.mm memberikan perhatian lebih pada peningkatan kuantitas
kualitas sumber darva manusia. terutama bagi tenaga pﬂndmnp]ngﬁmtuimdfpanu
rehabilitasi. Kapasitas aparatur perlu diperkuat melalui program pelatihan vang
berkelanjutan dan spesifik agar pelayanan di lipangan bisa lebih adaptif terhadap
hhmtmnmﬂl: pam penyandang disabilitas. Di saiqnugilﬂ, penguatan alokasi
anggaran serta efisiensi pemanfanton dana menjadi wm d.'lhmmen]annn
Jangkaunn layanan yang lebil luss serta menjaga keberlangsungan program dalam
jangka panjang.
522 Saran bagl Lembaga Terkait dan Pemerintah Dacrah
Diharapkan pemerintah  doersh. baik di level provinsi maupun
kabupaten/kota, dapat mm mw-ﬁm menjalankan program
rehabilitasi sosial. Fokus utama perlu diamhkan pada sistem pemantsuan dan

pendampingan pasca-rehabilitasi yang berkelanjutan di tengah masyarakat. Peran
aktif pemerintah di tingkat kabupaten hingga desa sangatlah krusial; tujuannya agar
isu disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jowab pusat atou provinsi semata,
melainkan mendapat perhation nyata di lingkungan tempeat tinggal mereka. Selain
itu, optimalisasi forum kolaborasi seperti Forum Penghormatan, Pelindungan, dan
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Pemenuhan Hak Penyandong Disabilitas harus terus didorong sebagai wadah
strategis untuk menynatukan langkah antar pemangku kepentingan.
5.2.3 Saran untuk Masyarakat dan Organisasi Fenyandang Disabilitas
Dukumgan aktif dari masyarakat serta organisasi penyandang disabilitas
sangat diperlukan demi kesuksesan program rehabilitasi ini. Hal ini dapat
diwajudkan melalui partisipasi dalam pendampingan, advokasi kebijakan yang
berpihak pada disabilitas, hingga upa.]mknhtﬂ:i dalam meningkatkan kesadaran
sosial. Perlu ditekankan bahwa lingkungan mﬂhﬂf merupakan faktor kunci
yang menentukarn kﬂ%ﬂ'huﬁhi m disabilitas untuk hidup mandiri dan
berda}ram'lﬂhh mﬂﬁkmﬂnﬁdﬁ pmﬂl ke tengah maa')'mhi.
53 Agunil Penclitian Lanjutan
Penelitian ini menyadari adanya keterbafasan, baik dar sisi ruang lingkup
maupun metodologi yang diterapkan. Oleh sebab #u, m hhapn poin
strafegis yung dapat dikembangkan oleh peneliti wlan]utn'_mm m}a
kajian di bidang ini
| Studi ke depan perlu memperdalam perspektif dari sisi penerima manfaat, yaitu
w ﬁblhtas dan keharga merekn. Melibatkan suara mﬂﬂi
kmnl;uhunslf akan membertkan gambarn nyata wtaum dalum
proses rehabilitasi serta keberhasilan reintegrasi #ﬁlm di masyarakat.
Hal ini krusial untuk mengukur dampak jangka panjang progmm secara lebih
- e
2 Dipﬁrhlhm evaluasi m lebih mendalam dengan  menggunakan
pendekatan kumpﬂmllf' Pencliti selanjutnys  bisa membandingkan

efektivitas program di ﬂ:m Smiﬂ Ihmh Istimewa Yogyakarta dengan
model rehabilitasi di daerah lam. Melalui studi perbandingan ini. diharapkan

mumcul rekomendasi yang lebih tajam dan berbasis pada praktik terbaik
(best practices) yang telzh teruji.

3. Penting untuk mengeksplorasi sejsuh mana kolaborasi lintas sektor berperan
dalam keberhasilan kebijakan ini. Analisis mengenai jejaring kerja antam
pemerintah, sekior swasta, organisasi disabilitas, dan masyarakat luas



inklusif dan berkelanjutan,
deskriptif. Lebih dari itu, studi mendatang diharapkan mampu memberikan
mﬁm@mﬂmm&nﬂm hﬂrhlﬂnwlnhnkﬂhlﬁlkm




	Revisi_Bab 5_22.94.0296_2026-04-01_145200_001.pdf (p.1)
	Revisi_Bab 5_22.94.0296_2026-04-01_145200_002.pdf (p.2)
	Revisi_Bab 5_22.94.0296_2026-04-01_145200_003.pdf (p.3)
	Revisi_Bab 5_22.94.0296_2026-04-01_145200_004.pdf (p.4)
	Revisi_Bab 5_22.94.0296_2026-04-01_145200_005.pdf (p.5)

